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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Semenjak era reformasi yang dimulai pada Tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warganegara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. 

Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan  pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agak keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaanya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Negara Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Demikian juga diatur dalam pasal yang sama Ayat (2) ,menentukan  kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan Ayat (1) bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan menunjukkan bahwa Negara republik  Indonesia terdiri dari pelbagai daerah yang secara hirarkhis terdiri   dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan asas otonomi daerah untuk mengurus kepentingan daerah masing-masing untuk mewujudkan kesejahtreraan rakyat. Atas dasar itu, maka diperlukan instrumen  hukum  untuk melakukan penataan dan mengaturan dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Indonesia adalah Negara hukum. Salah syarat dalam Negara hukum adalah asas legalitas yang menentukan, Syarat-syarat  agar  suatu Negara dikategori  sebagai Negara  hukum, sebagaimana dikemukakan, Burkens,1 yaitu, adanya syarat asas legalitas, pembangian kekuasaan, perlindungan HAM dan peradilan administrasi”.

Asas legalitas mensyaratkan setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan  hukum. Atas  dasar itu,  UUD NRI Tahun  1945 dan Peraturan  Perundang-Undangan  yang berlaku membatasi kekuasaan Presiden. Unsur pembagian kekuasaan negara bertujuan membatasi kekuasaan penguasa/Presiden, agar  menghindari tindakan penyalagunaan wewenang “abuse of power” dan kesewenang-wenangan “wilekuer”. Hakekat   pembagian kekuasaan kepada eksekutif, legislatif dan yudicial, untuk   mencegah   penumpukan kekuasaan pada salah satu lembaga Negara tertentu yang dapat menimbulkan absolutisme. 

Unsur  ketiga  menunjukkan  secara  jelas  pentingnya  perlindungan  hak-hak  asasi manusia merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi Penyelenggara Negara (eksekutif, legislative dan yudisial).  Unsur peradilan administrasi eksistensinya untuk melindungi warga negara yang dirugikan oleh penyelenggara negara, dapat menuntut kerugian yang dialami melalui  peradilan administrasi (PTUN).  Dengan demikian dari keempat syarat Negara hukum yang telah dipaparkan dan dideskrispikan, maka yang relevan adalah asas legalitas dan perlindungan   hak   asasi   manusia   karena   terkait   dengan   Naskah   Akademik   Ranperda pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto
Para pejuang bangsa Indonesia  (the founding fathers) pendiri republik yang telah melahirkan dan membentuk negara ini dengan pemikiran yang arif dan bijaksana dan dengan pandangan yang jauh ke depan telah meletakkan dasar-dasar yang kuat  sehingga bangsa Indonesia  tumbuh dan berkembang dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu prinsip dasar yang diletakkan adalah prinsip negara Kersatuan untuk membangun kesatuan bangsa yang sejahtera, adil dan makmur. Indonesia yang merupakan Negara Kesatuan menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Cita-cita tentang prinsip desentraliasi dalam pengelolaam sistem pemerintahan negara  Republik  Indonesia  tercantum    secara  jelas  dalam  UUDNRI  1945,  Ketentuan tentang pemerintahan daerah  dalam UUDNRI 1945 terdapat pada Bab VI, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B dan secara implisit diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ketentuan Bab VI, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI 1945 menyatakan :

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten yang diatur dengan undang-undang.

2) Pemerintah  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan.

3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

5) Pemerintah daerah menjalankan otonom seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan urusan pemerintah pusat.

6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan paraturan-paraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur undang-undang. 

Dalam ketentuan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menentukan :

1) Hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi, kabupaten,  dan  kota  atau  antara  provinsi  dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan undang-undang dengan memperhatikan ke-khususan dan keragaman daerah.

2) Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya  lainnya  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secar adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 menentukan,

1) Negara mengakui dan menghormati  satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-udang.

2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas, mengatur mengenai  pentingnya  memberikan  hak  dan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah sesuai pirnsip otonomi daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing guna mewujudkan kesejahtaraan rakyat dan kemajuan pembanguna daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah yaitu :
· Daerah  memiliki  hak  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  pemerintahan sendiri, baik, jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

· Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik  kewenangan  mengatur  maupun  mengurus  rumah  tangga  pemerintahan  sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Dengan demikian, dari perspektif hukum, otonomi daerah   sebagai   hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Istilah otonomi daerah bukanlah hal  baru bagi bangsa dan negara RI sebab sejak Indonesia merdeka sudah dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), yaitu lembaga yang menjalankan   pemerintahan   daerah   dan   melaksanakan   tugas   mengatur   rumah   tangga daerahnya.

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto, dan nomous. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Pengertian otonomi daerah:
a. Menurut UU No. 23 Tahun 2014   adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah : Pengertian otonomi daerah menurut  kamus  hukum  dan  glosarium  otonomi  daerah  adalah  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c. Menurut   Encyclopedia   of   Social   Scince,   Pengertian   otonomi   daerah   menurut Encyclopedia of social scince adalah hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan kebebasan aktualnya.

d. Pengertian  otonomi  daerah  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  adalah  hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  untuk mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tujuan Otonomi Daerah 
Maksud dan tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut :
1. Agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar

2. Agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya

3. Agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunya kekhususan sendiri.

Prinsip Otonomi Daerah 
Prinsip ototnomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas- luasnya, prinsip otonomi yang nyata, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi, kewenangan otonomi yang diberikan terhadap daerah adalah kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Berikut prinsip-prinsip otonomi daerah.

· Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan, dan keamanan serta fiskal nasional dan daerah.

· Prinsip otonomi nyata, artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

· Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional
Asas Otonomi Daerah  menurut Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas sebagai berikut :
Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

· Asas tertip penyelenggara adalah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

· Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

· Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informas yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

· Asas proporsinalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

· Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

· Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

· Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung jawab (efisiensi = ketepatgunaan, kedaygunaan, efektivitas = berhasil guna).

Adapun penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan tiga asas antara lain sebagai berikut :

· Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka  NKRI

· Asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah

· Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Bedasarkan asas kepastian hukum bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan  pembangunan dalam segala aspeknya di daerah, maka  para pemimpin daerah  harus  mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, legislasi di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sangat dibutuhkan sebagai landasan berpijak pemerintah daerah. Dalam kaitan ini  termasuk sangat signifikan untuk  penyusunan naskah akademik Ranperda  pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jeneponto.

Naskah  akademik Ranperda  pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jeneponto tentunya berfungsi sebagai pedoman yang  memuat pokok-pokok pikaran terkait urgensi pengaturan materi muatan, tujuan  dan sasaran pengaturan, pihak-pihak  yang terkait yaitu unusr-unsur pemerintah terkait yang dalam bahasa legislative draftingnya disebut Implementing Agency dan piha-pihak  (materi) yang menjadi  sasaran  pengaturan dalam sebuah Ranperda.  Naskah akademik Ranperda  pengelolaan  keuangan daerah kabupaten Jeneponto tentunya terkait perencanaan dan penganggaran, penatausahaan yang  diperlukan untuk kepentingan pemerintah daerah dan pembangunan.

Pengelolaan Keuangan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Pengelolaan Keuangan  merupakan  sumber  daya  ekonomi  yang  dimiliki  dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Ruang Lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi :
1. asas umum pengelolaan keuangan daerah;

2. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;

3. struktur APBD;

4. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;

5. penyusunan dan penetapan APBD;

6. pelaksanaan dan perubahan APBD;

7. penatausahaan keuangan daerah;

8. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

9. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;

10. pengelolaan kas umum daerah;

11. pengelolaan piutang daerah;

12. pengelolaan investasi daerah;

13. pengelolaan barang milik daerah;

14. pengelolaan dana cadangan;

15. pengelolaan utang daerah;

16. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;

17. penyelesaian kerugian daerah;

18. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;

19. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dimana ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah terdiri dari : 

a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. penerimaan daerah;

d. pengeluaran daerah;

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Adapun dalam azas pengelolaan keuangan daerah meliputi :
1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

5. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

6. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

7. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.

8. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

9. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

10. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

11. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat 

B. Permasalahan

Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sarat dengan potensi konflik kepentingan. Gambaran umum Pengelolaan Keuangan Daerah selama ini adalah: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan telah diganti menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Noomor 77 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ.2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.
4. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawlb dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
5. Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dimaksud serta sebagai pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 1O Tahun 2O16 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017,perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
7. Perubahan Peraturan Pemerintah mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

8. Perubahan Pengaturan Pengelolaan Keuangan daerah lebih dari lima puluh persen mengalami perubahan .

C. Tujuan Penulisan Naskah Akademik
Tujuan dan kegunaan penulisan naskah akademik adalah sebagai landasan ilmiah untuk penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Meskipun telah ada peraturan daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, tetapi adanya peraturan pemerintah yang baru sehingga peraturan daerah yang lama tersebut sudah banyak yang berubah.
D. Metode dan Pendekatan.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji secara yuridis-normatif melalui studi pustaka  dengan data sekunder.

dilengkapi pula dengan pendekatan yuridis-komparatif, dan yuridis-empiris.
1. Pendekatan Penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha menggambarkan tentang permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah dan upaya-upaya penyempurnaan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatasinya.
2. Tipe Penelitian. 
Penelitian ini bersifat deskiptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan-permalsalahan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah dan menganalisis tentang upaya-upaya penyempurnaan peraturan perundang undangan yang mengaturnya.
3. Teknik Pengumpulan Data.
Dalam Penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dianalisa dalam penelitian ini (berdasarkan sudut kekuatan mengikatnya), terdiri dari hasil pengkajian, hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian, dan data resmi pada instansi-instansi pemerintah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. 
Kajian Teoritis

1.  
Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah 


Menurut Jaya (1999 :11) keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Mamesah ( 1995 :16 ) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan daerah yang berlaku.

Mardiasmo (2000:3) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah :

1. pengelolaan keuangan daerah  harus bertumpu pada kepentingan publik  (public oriented);

2. kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumya dan anggaran daerah pada khususnya;

3. desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya;

4. kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas;

5. kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya;

6. ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan;

7. prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional;

8. prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;

9. aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
10. pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip menurut Devas, dkk (1989 : 279-280) adalah sebagai berikut.

1.
Tanggung jawab (accountability). Pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.

2.
Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3.
Kejujuran. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

4.
Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency). Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5.
Pengendalian. Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.
Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Perencanaan 
Sholeh dan Rochmansjah (2010) menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik (strategic planning). Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek, yang akan  dilaksanakan  oleh  suatu  organisasi  dan  penentuan  jumlah  alokasi  sumber daya  yang  akan  dibutuhkan.  Perencanaan    strategik  merupakan  proses  yang sistematik  yang  memiliki  prosedur  dan  skedul  jelas.  Organisasi  yang  tidak memiliki  atau  tidak  melakukan  perencanaan  strategik  akan  mengalami  masalah dalam penganggaran, misalnya terjadinya beban kerja anggaran yang terlalu berat, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang salah. 


Gibson  (1994)  menyatakan  fungsi  perencanaan  mencakup  kegiatan menentukan sasaran yang harus  dicapai dan menetapkan alat yang sesuai untuk mencapai  sasaran  yang  telah  ditentukan.  Keharusan  fungsi  ini  timbul  dari  sifat organisasi  sebagai  badan  yang  mempunyai  tujuan.  Selanjutnya  Stoner  (1992) mengatakan,  bahwa  rencana  memberikan  saran  bagi  organisasi  dan  menetapkan prosedur-prosedur  terbaik  untuk  mencapai  sasaran  tersebut,  selain  itu  rencana memungkinkan: 

1. Organisasi  dapat  memperoleh  serta  mengikat  sumber  daya  alam  yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. 

2. Anggota  organisasi  dapat  melanjutkan  kegiatan-kegiatan  konsisten  dengan tujuan dan  prosedur yang telah dipilih. 

3. Kemajuan kearah tujuan yang dapat dimonitor dan diukur, sehingga tindakan perbaikan dapat diambil apabila kemajuan itu tidak memuaskan. 


Aspek perencanaan keuangan daerah diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam  penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masayarakat.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD seharusnya dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan  manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Dengan demikian prinsip penerapan anggaran berbasis kinerja yang mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya harus diimplementasikan dalam proses perencanaan, penganggaran serta dalam pelaksanaan anggarannya sendiri.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/restribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran  perlu diperhatikan :

1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;

2. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu:

1. dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat;

2. fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; 

3. anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.
b. Penatausahaan Keuangan Daerah 


Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Untuk kepentingan pelaksanaan APBD, maka sebelum dimulainnya suatu tahun anggaran Kepala Daerah sudah harus menetapkan pejabat-pejabat berikut ini:

1. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
2. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

3. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

4. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

5. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
6. Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang
7. Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Penggunan Barang merupakan pelimpahan sebahagian kewenangan Pengguna Pnggaran
8. Pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan/pengeluaran;

9. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD;

10. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu; dan

11. Pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
Pejabat pelaksana APBD lainnya mencakup:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD} yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;

d. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan

e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.


Suatu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa penetapan pejabat oleh kepala daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan penetapan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD dapat didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD.
c. Peranan Penatausahaan dalam rangka peningkatan effektifitas perencanaan
Pelaksanaan APBD yang diwujudkan dalam pengurusan administrasi dan pengurusan bendaharawan akan mengakibatkan adanya arus dokumen, arus barang dan arus uang. Dengan adanya arus dokumen, arus barang dan arus uang inilah perlu adanya penatausahaan keuangan.

Tata usaha memegang peranan yang sangat penting karena melalui tata usaha segala keterangan yang menyangkut kegiatan organisasi secara teratur dicatat dan dihimpun. Kumpulan keterangan yang berupa angka-angka dan kata-kata merupakan unsur data yang kemudian data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh orang yang membutuhkannya.

Pada prinsipnya penyusunan anggaran merupakan suatu bagian proses perencanaan laba dan pengendalian yang menyeluruh. Anggaran yang telah disusun menurut prosedur yang telah ditetapkan tentu akan direalisasikan. Pelaksanaan realisasi anggaran akan melibatkan berbagai sumber dari organisasi pemerintahan. Setelah anggaran direalisasikan kemudian dibuat laporannya sehingga dapat digunakan untuk melihat dan menilai efektivitas pelaksanaan anggaran.

Efektivitas menurut Anthony, Deardean, Benford (1976:183) dalam buku Management Control System yang diterjemahkan oleh Agus Maulana adalah sebagai berikut : “Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai.

Efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan kesesuaian antara keluaran (output) dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat melihat efektivitas pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi dari pelaksanaan anggaran tersebut. Semakin kecil penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya maka semakin efektif pula pelaksanaan anggaran. Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan anggaran diperlukan suatu pengelolaan yang memadai. Pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimana ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Tata cara atau prosedur pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan daerah sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah mengingat perkembangan volume kegiatan dari tahun ke tahun terus meningkat, yaitu dengan melakukan :

1. Mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja

2. Pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kepala/Buku Pembantu

3. Pengolahan tanda-tanda bukti untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban

4. Penyimpanan uang dan dokumen-dokumen.

Jadi peranan penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD adalah untuk melihat perkembangan volume kegiatan baik beban Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
d. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
 
1. Pengertian Pertanggungjawaban

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN / APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

 
Penerbitan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) merupakan awal masing-masing pihak untuk bersama-sama mewujudkan good govermance melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD oleh semua instansi pemerintah pengguna anggaran baik di pusat maupun daerah. Selama ini terdapat beberapa aturan yang digunakan sebagai rujukan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Ketidak seragaman ini akan membuat perbedaan dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Kondisi  demikian membuat laporan keuangan pemerintah daerah tidak akan dapat memenuhi keterbandingan baik secara internal maupun eksternal. Padahal karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang disampaikan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang baru ini adalah dapat dibandingkan.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD / APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan Pasal 320 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 intinya menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dari dua pasal tersebut di atas maka jelaslah pentingnya diterapkan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini direspon pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penerapan standar ini menjadi sangat penting bagi entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan seta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan struktur pada suatu periode pelaporan. Berikut peranan Pelaporan Keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:
a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaa, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban entitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dilaokasikan dan menentukan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
3. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang dari pungutan pajak dan pinjaman;

f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

c) Menyediakan informasi sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

d) Menyediakan informasi ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e) Menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Untuk merumuskan siklus yang lebih lengkap, maka ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sedang dalam proses pembahasan, yang khusus terkait dengan pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Ketentuan Umum; 

2. Ruang Lingkup dimana berisi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan daerah yang   dikelola sendiri  atau   oleh   pihak  lain berupa uang,  surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

3. Azas umum Pengelolaan Keuangan Daerah berisi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; asas umum dan struktur APBD; penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD; pelaksanaan APBD; perubahan APBD; penatausahaan keuangan daerah; akuntansi keuangan daerah; pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; penyelesaian kerugian daerah; kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD; kedudukan keuangan kepala daerah/wakil kepala daerah; danpengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah, kooordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah, Satuan kerja Perangkat daerah, Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ; 

5. Sumber Penerimaan Daerah yang berisi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, Lain lain pendapatan yang sah, pinjaman daerah, kerjasama ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi Struktur APBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafond Anggaran Sementara, Penyusunan APBD ;
7. Penetapan APBD yang berisi Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Keterlambatan Persetujuan Bersama APBD, Perubahan APBD ;
8. Pelaksanaan APBD berisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah, Penggeseran Dana, Pengelolaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Penyertaan Modal ;
9. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang berisi pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi daerah; 
10. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD berisi penatausahaan Dokumen, Akuntansi keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Bendaharawan, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Transparansi ;
11. Pengendalian Intern Pengawasan dan Pemeriksaan berisi pengendalian Intern, pengawasan, pemeriksaan dan tindak lanjut ;
12. Penyelesaian Kerugian Daerah 
13. Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
14. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
15. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Peraturan Perundang undangan yang melandasi penyusunan Naskah Akademik ini meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pngelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) penggangti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2O16 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikai, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ.2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 187).
BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Selanjutnya syarat-syarat penyusunan Perda paling penting adalah terpenuhinya 3 (tiga) unsur/landasan  utama yaitu: a.landasan filosofis, b.landasan sosiologis dan c.landasan yuridis.
1. Landasan Filosofis

Landasan filosofi adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita-hukum) yang terkandung dalam Pancasila selain terkandung dalam ajaran nilai (aksiologi hukum). Landasan filosofis pembentukan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto, merupakan bentuk letigimasi terhadap pemerintah Sulawesi Selatan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Secara filosofis, Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto secara aksiologi bertujuan untuk mewujudkan pengelolan keuangan daerah untuk kemajuan pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, mewujdukan keadilan dan kepastian hukum.
2. Landasan Sosiologis

Landasan  sosiologis  adalah  landasan  yang  berkaitan  dengan  dukungan  masyarakat terhadap Ranperda ini, untuk kepentingan masyarakat dan akselerasi pembangunan. Dukungan masyarakat terhadap Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto,  akan  menjadi    daya  mengikat  secara  efektif,  karena  keterlibatan  dan dukungan masyarakat.

Landasan Sosiologis   pembentukan ranperda ini   bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan sekaligus melegitimasi  peran serta masyarakat.

Rasa ikut memiliki (sense of bilonging) masyarakat terhadap Daerah dalam hal pengelolaan keuangan merupakan wujud kepercayaan kepada pemerintah yang antara lain diwujudkan dalam bentuk keterlibatannya dalam mengawasi pengelolaan keuangan dengan baik. Namun, masih ditemui adanya pandangan sebagian anggota masyarakat bahwa pengelolaan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Pengaturan yang memadai mengenai pengelolaan Keuangan antara lain diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan selalu mendasarkan pada kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku.
3. Landasan yuridis

Landasan yuridis adalah yang menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan baik secara vertikal maupun  horizontal. Landasan yuridis dalam pembentukan ranperda ini sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan Pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengacu pada :

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

d. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) penggangti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
n. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikai, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
r. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ.2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 187).
BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Untuk merumuskan siklus yang lebih lengkap, maka ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sedang dalam proses pembahasan, yang khusus terkait dengan pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Ketentuan Umum; 

2. Ruang Lingkup dimana berisi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan daerah yang   dikelola sendiri  atau   oleh   pihak  lain berupa uang,  surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

3. Azas umum Pengelolaan Keuangan Daerah berisi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; asas umum dan struktur APBD; penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD; pelaksanaan APBD; perubahan APBD; penatausahaan keuangan daerah; akuntansi keuangan daerah; pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; penyelesaian kerugian daerah; kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD; kedudukan keuangan kepala daerah/wakil kepala daerah; danpengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah, kooordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah, Satuan kerja Perangkat daerah, Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ; 

5. Sumber Penerimaan Daerah yang berisi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, Lain lain pendapatan yang sah, pinjaman daerah, kerjasama ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi Struktur APBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafond Anggaran Sementara, Penyusunan APBD ;
7. Penetapan APBD yang berisi Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Keterlambatan Persetujuan Bersama APBD, Perubahan APBD ;
8. Pelaksanaan APBD berisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah, Penggeseran Dana, Pengelolaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Penyertaan Modal ;
9. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang berisi pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi daerah; 
10. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD berisi penatausahaan Dokumen, Akuntansi keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Bendaharawan, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Transparansi ;
11. Pengendalian Intern Pengawasan dan Pemeriksaan berisi pengendalian Intern, pengawasan, pemeriksaan dan tindak lanjut ;
12. Penyelesaian Kerugian Daerah 
13. Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
14. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
15. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Tantangan bagi pengelolaan Keuangan bergantung kepada karakter dari para pengelola keuangan. Karena itu pengelolaan keuangan daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hakekat pengelolaan keuangan merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI untuk mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan mendasarkan pada perturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan dimaksud.

B. Saran

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan maka diperlukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan cara : 

1) Penataan peraturan perundangan-undangan daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati), 

2) Penataan kelembagaan, yaitu penyesuaian terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

3) Penataan sistem pengelolaan keuangan daerah, 

4) Pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Keuangan Daerah
5) Dengan berubahnya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Kepala Daerah mengenai Sistem dan Prosedur Pengeloaan Keuangan Daerah harus dirubah.
6) Mengingat pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah maka pengelola keuangan daerah perlu melakukan pengorganisasian dengan baik. Salah satu peraturan yang menjadi dasar terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) penggangti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pada Peraturan tersebut dapat diklasifikasikan ada 4 aturan kegiatan utama,   yaitu: 
1. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
2. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
3. struktur APBD;

4. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;

5. penyusunan dan penetapan APBD;

6. pelaksanaan dan perubahan APBD;

7. penatausahaan keuangan daerah;

8. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

9. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;

10. pengelolaan kas umum daerah;

11. pengelolaan piutang daerah;

12. pengelolaan investasi daerah;

13. pengelolaan barang milik daerah;

14. pengelolaan dana cadangan;

15. pengelolaan utang daerah;

16. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;

17. penyelesaian kerugian daerah;

18. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
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